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	Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kecelakaan angkutan umum di Jakarta, salah satunya Mikrotrans JakLingko rute 17 Pulo Gadung - Senen, yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Koperasi sebagai operator Mikrotrans JakLingko terhadap korban kecelakaan Rute 17 Pulo Gadung - Senen yang disebabkan oleh  pengemudi; Apa saja yang menjadi kendala Koperasi sebagai operator Mikrotrans JakLingko dalam untuk bertanggunggjawab terhadap korban kecelakaan Rute 17 Pulo Gadung - Senen yang disebabkan oleh pengemudi merupakan puncak permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan sumber pada data sekunder dan data primer dan wawancara sebagai pendukung, yang dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan Koperasi sebagai operator angkutan umum bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan pengemudi yang menjadi karyawannya, sesuai dengan Pasal 192 dan 189 jo 309 UU No. 22 Tahun 2009 dan yang menjadi kendala karena tidak adanya dana untuk membayar ganti kerugian secara penuh.
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	This research is motivated by the high number of public transportation accidents in Jakarta, one of which is the Mikrotrans JakLingko Route 17 Pulo Gadung–Senen accident caused by driver negligence. The main issues examined are: What is the form of responsibility of Koperasi as the operator of Mikrotrans JakLingko toward the victims of the Route 17 Pulo Gadung–Senen accident caused by the driver; and what obstacles does Koperasi face as the operator of Mikrotrans JakLingko in fulfilling its responsibility toward the victims of the Route 17 accident caused by the driver. This study employs a normative juridical method with a descriptive approach, using secondary data and primary data supported by interviews, analyzed qualitatively with deductive reasoning. The findings indicate that Koperasi, as a public transportation operator, bears legal responsibility for the actions of its employed drivers, in accordance with Articles 192 and 189 in conjunction with Article 309 of Law No. 22 of 2009. The main obstacle lies in the absence of sufficient funds to fully compensate the victims.
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1. PENDAHULUAN 
Transportasi umum menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung mobilitas kegiatan masyarakat, khususnya diwilayah perkotaan seperti Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Umum di jalan dan menurunkan ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan pribadi, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengembangkan sistem integrasi transportasi yang dikenal dengan nama JakLingko. Sejak awal tahun 2010, PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai menggandeng beberapa mitra operator untuk dapat lebih meningkatkan layanan angkutan umum di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Langkah ini bertujuan untuk dapat mengintegrasikan angkutan umum di jalan yang konvensional dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang lebih modern dan efisien, yang nantinya semua angkutan umum di jalan yang beroperasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan diintergariskan dibawah payung JakLingko. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah dirubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UULLAJ), perusahaan angkutan umum merupakan badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memiliki berbagai operator atau perusahaan angkutan umum, salah satunya adalah PT.Transjakarta. Adapun saat ini PT. Transjakarta telah bermitra dengan beberapa operator yang telah terintegrasi yang disebut dengan JakLingko. Penamaan JakLingko, berangkat dari penggabungan dua suku kata yakni “Jak” yang merupakan singkatan dari kata “Jakarta” dan “Lingko” yang mempunyai makna “jaringan atau juga dikenali dengan integrasi”. Melalui kehadiran JakLingko, setiap tahapan proses pembayaran, pengelolaan bahkan tahapan perencanaan semuanya dilakukan dengan cara yang terintergasi. JakLingko tidak hanya mengintegritaskan sistem pembayaran dan trayek, tetapi juga mencakup layanan Mikrotrans, yaitu angkutan umum berkapasitas kecil yang melayani rute-rute dalam kota dengan tarif yang disubsidi oleh pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Karena model kemitraan antara pemerintah daerah dengan operator swasta atau koperasi dalam pengelolaan Mikrotrans menyebabkan lemahnya control pemerintah terhadap rektutmen dan pengawasan pengemudi. Lemahnya sistem seleksi dan pelatihan pengemudi menunjukkan bahwa banyak pengemudi angkutan umum di Daerah Khusus Jakarta tidak mengikuti mengikuti pelatihan rutin dan tidak menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sehingga menyebabkan kualitas SDM yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum dengan data terdapat 20.62% awak pengemudi angkutan umum Mikrotrans belum sesuai harapan dalam menerapkan ketepatan waktu diklat. 28.55% awak pengemudi angkutan umum Mikrotrans belum sesuai harapan dalam target pencapaian diklat, 20,62% awak pengemudi angkutan umum Miktrotrans belum sesaui harapan dalam penerapan hasil diklat, 23,80% awak pengemudi angkutan umum Mikrotrans belum sesuai harapan dalam manfaat diklat, 31,73% awak pengemudi angkutan umum Mikrotrans belum sesuai harapan dalam prestasi kerja setelah mengikti diklat, 30,14% awak pengemudi angkutan umum Mikrotrans belum sesuai harapan perilaku baik pasca mengikuti diklat.
Terjadinya kecelakaan pada lalu lintas yang terdapat di Indonesia merupakan peristiwa yang tidak jarang terjadi. Kecelakaan dalam transportasi umum seringkali menyebabkan cedera yang fatal yang menjadikan biaya untuk ganti rugi menjadi sangat mahal dan kompleks. Adapun yang menjadi perbedaan antara kecelakaan pada angkutan umum dan kecelakaan lainnya, karena terdapat potensi kewajiban kecelakaan yang membuat banyak pihak lainnya terlibat seperti perusahaan dan atau badan pemerintah. Kecelakaan ini dapat melibatkan bus, kereta api, kereta bawah tanah, atau angkutan umum, yang semuanya menghadirkan berbagai risiko serta rintangan hukum tersendiri.
Hukum pengangkutan secara harafiah dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul antara pengangkut dan pihak yang menggunakan jasa pengangkutan, baik dalam bentuk pengangkutan orang maupun barang. Hubungan ini didasarkan pada suatu perjanjian pengangkutan yang memuat hak dan kewajiban para pihak, serta menegaskan tanggung jawab pengangkut dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu selama proses pengangkutan berlangsung. Terdapat berbagai definisi hukum pengangkutan menurut para ahli diantaranya, menurut H.M.N Purwosutjipto dikatakan bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”. Fungsi pengangkutan ialah tentang memindahkan suatu barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan nilai.
Dalam hukum transportasi, dikenal lima prinsip utama pertanggungjawaban pengangkut terhadap penumpang, yaitu:
1.  	Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, di mana operator dapat dimintai pertanggung jawaban jika terbukti lalai dalam pengawasan atau seleksi pengemudi;
2.  	Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah (presumption of liability), di mana operator dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama pengangkutan, kecuali dapat membuktikan bahwa kecelakaan bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya;
3.  	Prinsip bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab, untuk barang bawaan yang berada di dala pengawassan penupang sendiri (Presumption of Non liability) dengan adanya prinsip ini, maka kemungkinan tidak ada satupun pihak yang dapat bertanggung jawab mengenai kerugian terhadap barang bawaan yang berada dalam pengawasan penumpang sendiri, prinsip ini didasarkan pada perjanjian dimana pembuktian ada pada penumpang;
4.  	Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), salah atau tidak salah, pengangkut harus bertangung jawab dengan tidak ada beban pembuktian, hal ini berarti, pihakn pengangkut selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan, atau tidak melihat siapa yang bersalaah;
Prinsip pembatasan tanggung jawab (Limitation of Liability), pembatasan tanggung jawab pengangkut, pada dasarnya merupakan pembatasan dalam jumlah ganti rugiyang harus dijabarkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang angkutan. Ketiga prinsip tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi penumpang dan pihak ketiga, serta menegaskan kewajiban moral dan hukum operator dalam menjamin keselamatan layanan angkutan umum.
Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut:
1. Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan peri kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
2.Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
3.Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
4.Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
5.Asas kepentingan umum yaitu, Merupakan asas penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
6.Asas keterpaduan, Merupakan asas kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, juga saling menunjang, dan bermitra antar moda transportasi;
7.Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
8.Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa
Asas keselamatan Penumpang yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan
Kecelakaan yang terjadi pada rute 17 (Pulo Gadung – Senen), dimana pengemudi yang pada saat kejadian berada dalam pengaruh minuman keras, yang menyebabkan 1 orang penumpang mengalami luka berat/cacat tetap dan 4 orang penumpang lainnya mengalami luka ringan. Sesuai dengan kasus diatas, Koperasi bertanggungjawab terhadap kelalaian pengemudi dikarenakan, pengemudi berada di bawah naungan Koperasi Budi Luhur sebagai salah satu karyawan yang di pekerjakan. Sebagaimana pada Pasal 191 UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009, yang berisi ” Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.
Berdasarkan pada uraian, Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam Penulisan Skripsi ini dirumuskan kedalam dua hal, sebagai berikut:
1.Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Koperasi sebagai operator Mikrotrans JakLingko terhadap korban kecelakaan Rute 17 Pulo Gadung - Senen yang disebabkan oleh  pengemudi ? ;
2. Apa saja yang menjadi kendala Koperasi sebagai operator Mikrotrans JakLingko dalam untuk bertanggunggjawab terhadap korban kecelakaan Rute 17 Pulo Gadung - Senen yang disebabkan oleh pengemudi ?
Tujuan dari penulisan Penelitian yang ingin dicapai pada penulisan penelitian ini adalah untuk menggambarkan:
1.    Bentuk tanggung jawab Koperasi terhadap korban kecelakaan Mikrotrans JakLingko yang disebabkan oleh pengemudi.
2.    Kendala Koperasi untuk bertanggungjawab sebagai operator Mikrotrans JakLingko.
Kerangka konseptual penelitian ini berdasar pada konsep pertanggungjawaban hukum operator angkutan umum atas kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi pada layanan Mikrotrans JakLingko di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).  Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban operator angkutan umum baik koperasi, BUMN, BUMD, maupun badan hukum lain untuk menanggung segala akibat hukum dari tindakan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudinya. Landasan utama konsep ini merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 192 dan Pasal 189 J.O Pasal 309, yang menegaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian penumpang akibat kelalaian dalam memberikan pelayanan angkutan dan perusahaan angkutan umum wajiib bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita penumpang. Serta berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari perjanjian antara pengangkut dengan penumpang yang ada pada Pasal 1320 “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang”, bersamaan dengan pasal tersebut maka  pada Pasal 1338 “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” yang mengatur tentang persetujuan dan kesepatan. Maka kerangka konseptual ini juga menempatkan operator angkutan umum sebagai subjek hukum yang wajib melaksanakan pengawasan, pembinaan, serta memastikan kelaikan pengemudi dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian, apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi, operator angkutan tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Dalam praktiknya, korban kecelakaan dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi operator dalam memenuhi kewajiban pelayanan dan keselamatan penumpang. Perlindungan hukum terhadap korban dapat ditempuh melalui tuntutan perdata, pemenuhan hak atas santunan melalui mekanisme Jasa Raharja, maupun penyelesaian administratif dan pidana sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga kerangka konseptual penelitian ini mengkaji hubungan antara kelalaian pengemudi, tindakan atau pengawasan operator, terjadinya kecelakaan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hak korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menitik beratkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik implementasi regulasi di bidang transportasi publik, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran dari bentuk tanggung jawab Koperasi terhadap korban kecelakaan Mikrotrans JakLingko yang disebabkan oleh pengemudi dan Kendala Koperasi untuk bertanggungjawab sebagai operator Mikrotrans JakLingko.


2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bersifat normatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara dengan perwakilan koperasi dan data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan, literatur, dan laporan terkait. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang valid berdasarkan asas hukum yang berlaku.


3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)
3.1. Hasil Penelitian
Penelitian ini menemukan bahwa Koperasi sebagai operator Mikrotrans JakLingko rute 17 memiliki tanggung jawab hukum penuh terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Kecelakaan pada tahun 2023 menyebabkan empat penumpang luka ringan dan satu luka berat. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan koperasi meliputi, Penanganan awal di lokasi kecelakaan melalui koordinator lapangan,Pemberian kompensasi kepada korban luka ringan secara langsung, Santunan kepada korban luka berat dengan nilai Rp120.000.000, meski koperasi hanya mampu menanggung Rp85.000.000 (Rp60.000.000 dari dana internal, Rp20.000.000 dari PT Jasa Raharja, Rp5.000.000 dari pengemudi), Alternatif tanggung jawab sosial berupa pemberian pekerjaan baru kepada korban luka berat yang kehilangan mata pencaharian, Pemecatan pengemudi sebagai bentuk akuntabilitas dan pencegahan. Koperasi membuktikan tanggung jawab tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga melalui solusi non-material yang bersifat sosial dan berkelanjutan.


3.2. Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum koperasi telah sejalan dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 188, 189, dan 192). Namun, terdapat kendala besar dalam pelaksanaan, terutama:
Keterbatasan Dana
Koperasi sulit memenuhi tuntutan kompensasi penuh karena keterbatasan modal, hanya bergantung pada iuran anggota, pendapatan operasional, dan asuransi Jasa Raharja. Tidak adanya asuransi tambahan membuat koperasi rentan secara finansial. Pengawasan Pengemudi yang Lemah, Pengawasan masih dilakukan manual, tanpa dukungan teknologi seperti GPS atau kamera pengawas. Hal ini membuat kelalaian pengemudi sulit terdeteksi. Ketiadaan Dana Cadangan Khusus Koperasi tidak memiliki skema dana darurat untuk kompensasi, sehingga ganti rugi sangat tergantung pada kondisi kas saat kecelakaan terjadi, Upaya Solutif dan Restoratif Keterbatasan dana membuat koperasi memilih penyelesaian berbasis musyawarah dan pendekatan restoratif, seperti pemberian pekerjaan baru kepada korban.
Dari aspek hukum, koperasi tetap bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Namun, secara praktis, tanggung jawab sering diselesaikan melalui jalur non-litigasi berdasarkan kesepakatan dengan korban. Hal ini mencerminkan penerapan nilai solidaritas koperasi dan prinsip keadilan sosial, meski belum sepenuhnya ideal dalam bentuk kompensasi finansial penuh.


4. KESIMPULAN 
Tanggung jawab hukum Koperasi Budi Luhur sebagai operator Mikrotrans JakLingko rute 17 Pulo Gadung – Senen, terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi diwujudkan dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pengemudi, akan tetapi nilai ganti rugi dianggap belum memadai oleh keluarga korban karena tidak sesuai dengan perminataan korban sesuai perhitungan korban. Kendala Koperasi Budi Luhur sebagai operator Mikrotrans JakLingko rute 17 Pulo Gadung – Senen tidak memberikan ganti kerugian kepada korban karena ketiadaan dana untuk membayar ganti kerugian secara penuh.
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